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MOTTO 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi  

derajatnya jika kamu beriman.” 

(Q.S : Ali ‘Imran[3] : 139) 
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ABSTRAK 

Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara 

Pemilik Tanah Dengan Pemilik Bangunan Yang Menumpang Di Kota 

Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 

Rizki Aulia Rahman 

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik manusia, 

hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan 

memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-

tumbuhan yang menghasilkan makanan.  

Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat 

deskriptif dengan menggambarkan penyelesaian sengketa antara pemilik tanah 

dengan pemilik bangunan yang menumpang di Kota Sekayu Kabupaten Musi 

Banyuasin dan yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa antara 

pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang menumpang di Kota Sekayu 

Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga tidak menguji hipotesa.  

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan 

(library research) dan Penelitian Lapangan (Field Research) untuk 

mendapatkan teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual 

dari penelitian ini. 

Penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan hak atas antara pemilik 

tanah dengan pemilk bangunan yang menumpang di kota Sekayu Kabupaten 

Musi Banyuasin. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada 

pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Kejadian ini dapat dialami oleh 

perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan 

apabila terjadi konflik. Penyelesaian Sengketa ini dapat dilakukan dengan cara 

: musyawarah dan sidang acara perdata di dalam pengadilan. 

Kendala Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Pemilik Tanah Dengan 

Pemilik Bangunan Yang Menumpang Di Kota Sekayu Kabupaten Musi 

Banyuasin. Tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat indonesia banyaknya masyarakat yang mengantungkan hidupnya 

sehari-hari pada tanah. Yang menjadi kendala utama dalam penyelesaian 

sengketa ini adalah masih banyak masyarakat yang buta hukum terhadap 

kekuatan sertifikat tanah. 

Agar sengketa tanah ini tidak banyak terulang kembali hendaknya 

masyarakat sadar akan pentingnya sertifikat tanah tersebut dan kepada instansi 

yang terkait lebih memberikan himbauan ke masyarakat agar tidak terjadi 

konflik/sengketa antar masyarakat. 

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilik Tanah, Pemilik Bangunan, Hak 

 Menumpang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup baik 

manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia hidup dan tinggal diatas 

tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan dengan menanam 

tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Mengingat begitu 

pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat 

bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh pemerintah. Tanah 

merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan masyarakat pada 

umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan memiliki 

hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu 

hukum keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA), yang merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa: ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”.1 Fungsi tanah di negara Indonesia mempunyai fungsi 

yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Agar bumi,air dan ruang

 
1 Adrian Sutedi, , Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,  

Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 112. 
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angkasa dapat diatur dengan undang-undang yang termasuk lingkup hukum 

agraria.2 

Dalam permasalahan hak milik tanah diatur dalam Undang-Undang 

Pokok Agraria. Negara Indonesia adalah negara hukum, Undang-Undang 

Dasar 1945 merupakan sumber hukum. Dalam kaitan dengan hak milik 

ditetapkan Pasal 28 huruf h ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa 

“setiaap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 

tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain’. 

Hak milik merupakan hak yang bersifat asasi bagi setiap orang. Menurut 

Sri Edi Swasono, “Indonesia menganut hak asasi sebagai warga negara yaitu 

seorang warga negara juga memiliki kewajiban asasi untuk menghormati hak 

hak asasi warga lainnya. Hak asasi manusia Indonesia bukanlah hak asasi 

orang yang terlepas dan bersifat individual yang sebesar-besarnya.”3 

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum Agraria nasional 

membagi hak-hak atas tanah atas tanah dalam dua bentuk: 

1. Hak primer yaitu hak yang bersumber langsung pada hak bangsa 

Indonesia yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh 

seseorang atau badan hukum seperti Hak Milik (HM), Hak Guna 

Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) 

2. Hak sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara 

seperti hak gadai, hak usaha usaha bagi hasil, hak menumpang, dan 

 
2 Sunardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hal.2. 
3 Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik 

Atas Tanah, Republika, Jakarta, 2008, hal.20. 
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hak menyewa atas tanah pertanian.4 

 

Hak menumpang merupakan hak adat, dimana seseorang diberikan 

izin untuk mendirikan dan menempati rumah di atas tanah milik orang lain 

yang mana tanah tersebut bukan termasuk tanah hak guna bangunan dan hak 

sewa, pemegang hak menumpang tidak membayar sesuatu kepada pemilik 

tanah, akan tetapi menurut pandangan umum pemegang hak menumpang 

memiliki kewajiban untuk membantu pemilik tanah dalam melakukan 

pekerjaan ringan sehari-hari.5 Hak menumpang merupakan salah satu dari 

hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 53 UUPA. Dalam hak menumpang terdapat adanya suatu kewenangan 

dari seseorang untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk mendirikan 

rumah dan mendiaminya. 

Urip Santoso mengemukakan sifat dan ciri dari hak menumpang, 

yakni sebagai berikut: tidak mempunyai jangka waktu yang jelas, bisa saja 

sewaktu-watu dapat dihentikan; hubungan hukumnya lemah yaitu sewaktu-

waktu dapat diputuskan oleh pemilik tanah jika ia memerlukan tanah 

tersebut; pemegang hak menumpang tidak wajib membayar sesuatu berupa 

uang sewa kepada pemilik tanah; hanya terjadi pada tanah pekarangan 

(tanah untuk bangunan); tidak wajib didaftarkan ke kantor Pertanahan; 

 
4 Rinto Manulang, Segala Hal Tentang Tanah Rumah dan 

Perizinannya, Yogyakarta, 2011, hal.11. 
5 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal.101. 
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bersifat turun temurun, artinya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya; dan 

tidak bisa dialihkan kepada pihak lain yang bukan ahli warisnya.6 

Kondisi dimasyarakat, terutama yang berhubungan dengan 

permukiman masyarakat, dewasa ini cukup memperhatikan. Kondisi 

pemukiman masyarakat berhubungan dengan kepemilikan tanah, di mana 

masalah kepemilikan tanah di Indonesia sudah sangat kompleks, karena 

sering munculnya masalah sengketeta dibidang kepemilikan tanah. Dengan 

adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial 

berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. 

Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam 

menyelesaikan konflik tersebut.7 

  Sengketa tanah ini bukan semata karena langkanya sumber-sumber 

agraria (termasuk tanah) melainkan juga karena ekspansi modal secara 

besar-besaran yang kemudian bertubrukan dengan kepentingan ekonomi 

(subsistem) maupun sistem budaya rakyat. Di sini tanah-tanah garapan 

petani atau tanah-tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para 

pengusaha dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas pengalihan hak atas 

sumber-sumber agrarian yang disediakan negara.8 

 

 
6  Urip Santoso, ibid., hal.149. 
7 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 1. 
8 Elza Syarief, Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan 

khusus pertanahan, Gramedia, Jakarta, 2012, hal.33. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara 

singkat, dan sederhana dengan judul Penyelesaian Sengketa Terhadap 

Kepemilikan Hak Atas Tanah Antara Pemilik Tanah Dengan Pemilik 

Bangunan Yang Menumpang Di Kota Sekayu Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

B. Permasalahan 

1.  Bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan hak atas 

tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang 

menumpang di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin? 

2.    Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa terhadap 

kepemilikan hak atas tanah antara pemilik tanah dengan pemilik 

bangunan yang menumpang di Kota Sekayu Kabupaten Musi 

banyuasin? 

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam 

pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada penyelesaian 

sengketa antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang menumpang 

diatas tanah tersebut, dengan mengambil lokasi penelitian di kantor 

pertanahan kabupaten Musi Banyuasin, dan tidak menutup kemungkinan 

untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan hak atas tanah antara 

pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang menumpang di Kota 

Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. 

2. Yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa terhadap 

kepemilikan hak atas tanah antara pemilik tanah dengan pemilik 

bangunan yang menumpang di Kota Sekayu  Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Agraria yang dipersembahkan 

sebagai pengabdian pada alamamater 

D. Kerangka Konseptual 

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: 

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang 

menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep 

khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit 

dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut 

dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. 

Untuk ilmu hukum dapat di ambil misalnya dari peraturan perundang-

undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mem[ersempit 

cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih 

terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi judul skripsi: “Penggelapan 

Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Dana Haji”, maka dalam definisi 
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operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud 

dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.9 

  

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-

istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain. 

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam 

berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).10 

2. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan 

oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan 

ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan 

perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan 

sengketa.11 

3. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, , 

permukaan bumi yang diberi batas, daratan, permukaan bumi yang 

terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara12. 

4. Pemilik tanah adalah pemegang dari bidang tanah dengan hak-hak 

kepemilikan, atau, singkatnya, pemilik lahan.13 

 
9 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Buku 

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang, Palembang, 2015, hal. 5. 
10 https://kbbi.web.id/selesai, diakses pada tanggal 6 Oktober 2020. 

pukul 02:15 WIB. 
11 Amriani Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa 

Perdata di Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 2. 
12 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008  hal.1433. 
13…https://id.wikipedia.org/wiki/Penguasaan_tanah, diakses pada 

tanggal 6 Oktober. pukul 02:23 WIB. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bidang_tanah&action=edit&redlink=1
https://kbbi.web.id/selesai
https://id.wikipedia.org/wiki/Penguasaan_tanah
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5. Pemilik bangunan adalah orang yang mempunyai struktur buatan

manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan di suatu

tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu

segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau

kehidupan manusia dalam membangun peradabannya.14

6. Menumpang adalah ikut serta atau turut tinggal dirumah/ditempat

seseorang.15

7. Kota Sekayu adalah sebuah Kecamatan yang menjadi ibu kota

Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Indonesia. Kecamatan

Sekayu adalah pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan, pusat

pelayanan kesehatan, dan pusat perdagangan barang dan jasa.16

8. Kabupaten Musi Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi

Sumatra Selatan dengan ibu Kota Sekayu yang di pimpin oleh Bupati

saat ini adalah Dodi Reza Alex Noerdin dan Wakil Bupati Beni

Hernedi17

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini

tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif

14 https://id.wikipedia.org/wiki/ PemilikBangunan, diakses pada 

tanggal 6 Oktober pukul 02:28 WIB 
15 https://kbbi.web.id/menumpang, diakses pada tanggal 7 Oktober 

2020. Pukul 11:53 WIB 
16 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekayu,_Musi_Banyuasin, diakses 

pada tanggal 7 Oktober 2020. Pukul 12:09 WIB 
17>.https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Banyuasin, 

diakses pada tanggal 7 Oktober 2020. Pukul 12:15 WIB 

https://kbbi.web.id/menumpang
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekayu,_Musi_Banyuasin
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Musi_Banyuasin
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dengan menggambarkan penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan 

hak atas tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang 

menumpang di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan yang 

menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan 

hak atas tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang 

menumpang di Kota Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga tidak 

menguji hipotesa. 

2. Jenis data 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.  

3. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil 

penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah 

ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus 

Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, 

data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait 
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antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin di Kota 

Sekayu, Pengadilan Negeri Sekayu, dan Kantor Notaris Ari Dwi 

Wicaksono, S.H., M.Kn di Kota Sekayu. 

4. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan 

secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini membahas tinjauan umum mengenai tanah, tentang 

hak atas tanah, hak guna bangunan, dan penyelesaian sengketa 

BAB III Pembahasan 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian secara khusus 

menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai penyelesaian sengketa terhadap kepemilikan hak atas 

tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan yang 

menumpang di Kota Sekayu kabupaten Musi Banyuasin. 
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BAB IV Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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